
BUPATI MUSI RAUIAS

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E.SA

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 1 TAHUN 2O2O

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tent€ng Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2O2O, perlu

menetapkan Peraturar Bupati tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Bantuarl Operasional Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.

l. Undanfundang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (LEmbaran Negara Ropublik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. UndanA-Undang Nomor 33 Tshun 2OO4 tent€ng

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan lEmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3637);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, (kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor l4O Tahun 2OO9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia,

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang

Kesehatan (kmbararl Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 No 144, Tambahan l,€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2O19

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non

Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2O2O;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2O2O

(L€mbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2019 Nomor 1O).

4.

5.

6.

7.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

OPERASIONAL

RAWAS TAHUN

PENGGUNAAN BANTUAN

KESEHATAN KABUPATEN MUSI

ANGGARAN 2O2O.
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5.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2, Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah

Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

selanjutnya disingkat DAK Nonlisik Kesehatan

adalah dana yang diberikan ke daersh untuk
membiayai operasional kegiatan program prioritas

nasional dibidang kesehatar yang menjadi urusan

daerah guna meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan di daerah.

Anggaran Pendapatar dal Belarrja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selaqjutnya disingkat APBD adalah APBD

Kabupaten Musi Rawas.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan selanjutnya

disingkat Dana BOK adalah dana yang bersumber

dari APBN yartg dialokasikaa kepada daerah dengan

tujuan untuk membantu mendalai kegiatan yang

merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas

nasional.

Dinas Kesehatar adalah Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT

adalah organisasi yang bersifat mandiri yalrg

meLal<sanakan tgas tekrris operasional kesehatan

dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari
organisasi induknya yaitu UP/f Puskesmas, UPI
[,aboratorium Kesehatan Daerah dan UPT lnsta.lasi

Farmasi-

6.

7.

8.

9.
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10. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan

yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perorangan

tingkat pertama, dengarr lebih mengutamakan

upaya promotif dan preventit untuk mencapai

derajat kesehatan masyarakat yarlg setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya di Kabupaten Musi

Rawas-

UPf Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten

Musi Rawas.

UPf Instalasi Farmasi adalah UPT Instalasi

Farmasi Kabupaten Musi Rawas.

Rencana Kerja dan Anggaral Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah

adalah dokumen rencana keuangan tahunan SKPD

yang disusun oleh kepala perangkat daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah

yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat

Daerah/DPPA-Peralgkat Daerah adalah dokumen

yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh pengguna anggar.rn.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemeganS

kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat

daerah yang dipimpinnya.

I(uasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh

kuasa dari Pengguna Anggaran untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan angga!'an pada Satuan Keda

Perangkat Daerah yang bersangkutan.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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17. Petugas Kesehatan adalah setiap orang yang

mengaMikan diri dalam bidang kesehatan serta

me miliki penge tahuan darl atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang

untuk jenis tertentu memerlukan kewenanBan

untuk melakukan upaya kesehatan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

selanjutnya disingkap PPPK adalah warga neg.rra

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang

diangkat berdasarkan perjaqjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksaaakal tugas pemerintahan.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT

adalah pegawai yang diangkat untuk jangka

waktu tertentu guna melaksanakan tugas

pemerintahaa dal pembangunan yang bersifat

teknis profesiona.l dan administrasi sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Non Pegawai adalah Masyarakat atau Pihak Ketiga

yang ikut melaksenakan program dan kegiatan
pemerintah.

Kader kesehatan masyarakat adalah lal<i-laki atau

wanita yartg dipilih oleh masyarakat dan dilatih
untuk menangani masalah-masalah kesehatan

perseoranganmaupun masyarakat serta untuk
bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan

tempat-tempat pemberiaa pelayanan kesehatan.

Upaya Kesehatan Masyajakat seLanjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara

terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan

untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan

penyakit, preningkatan kesehatan, pengobatan

penyakit, dan pemuJ.ihan kesehatan oleh

pemerintah dan/atau masyarakat.

18.

19.

3

20-

21.

22.
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23. Rencana Felaksanaan lcgiatan selanjutnya disingkat
RPK adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh UPI yang menggunakan
Dana BOK tahun bcrjalan.

Pasal 2

(1) Dana BOK Kabupaten diberikan kepada Dinas
IGsehatan dan UPT Puskcsmas serta UpT InBtalasi

Farmasi untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan dacrah dan sesuai dengan

prioritas pembangunan kesehatan nasional.

(2) Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (U
ditetapkan penggunaarurya melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kes€hatan dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPT.

a

BAB II
RUANG LINGKUP BANTUANOPERASIONAL

KESEHATAN

Pasal 3

(1) Dana BOK terdid atas:

a. BOK Kabupaten;

b. BOK Puskesmas; dan

c. BOK Keliarmasian.

(2) BOK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a diarahkan untuk mendukung operasional

fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder

dan dukungan manajemen, yang meliputi:
a. Upaya Kesehatan Masyarakat;

b. Upaya Pengendalie-n dan Pencegahan Penyakit; dan
c. Pengujian l(alibrasi alat kesehatan.

PARir (OoRETNASI
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(3) BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dianhkan untuk mendukung operasional yang

meliputi:

a. Upaya Kcs€hatan Masyarakat primer (Plogram

Indonesia Sehat- Fendekatan Keluarga (PIS-PK),

Upaya Kesehatan Ma8yajakat (UKM) Esensial dan
Fengembangan, dan fungsi manajemen Puskesmas.

b. Pemicuan eanitasi total bcrbasis masyara&at
(SIBM) desa lokus;

c. Penyediaan tenaga dengan perjanjian kerja.
(4) BOK Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:

a. Distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis
pal€i dari instalasi farmasi lkbupatcn ke
puskesmas;

b. Femanfaatan sistem elektronik logistik obat dan

bahan medis habis pakai di instalasi farmasi

Ikbupeten.

BAB III

PENGEIOI-AAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

KESEHATAN

Pasal 4

Pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan di
Pemerintah l(abupateo meliputi:

a. FenJrusunan rcncana kegiatan;

b. Penganggaran;

c. Pelaks,lneqaKegiatan;

d. Pelaporan; dan

e. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 5

Pengetrolaan dana Bantuqn Operasional l(eschatan

puskesmaa meliputi:

a. PenJrusutlart rEncana petraksanaan kegiatan (RPKI;

b. PengangsJan;

c. Pelaksanaan;

o
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d.

e-

Pemantauan dan evaluasi; dan

Pelaporan.

PaBaI 6

(1) Dalam rangka p€nlrusunan rencana kegiatan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 huruf
a, Pemerintah Kabupaten dan puskesmas harus
melakukan sinkronisasi rencana kegiatan dengan

rencana kegiatan Pemerintah Pusat.

(2) Dalam rangka penJruaunan rencana kegiatan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5 huruf a
paling sedikit memuat:

a. Jumlah alokasi per Puskesmas

b. Jenis kegiatan;

c. Rincian dana kegiatan;

d. Volume kegiatan;

e. Lokasi dan waktu kegiatar; dan

f. Keterangan.

(3) Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan perubahan

rencana kegiatan BOK kepada Kementerian Kesehatan;

(4) Usulan perubahan rencala kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan menyertakan:

a. Surat Pengantar dari kepala daerah;

b. Surat pemyataan tanggung jawab mutlak;
c. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi;

d. Telaah perubahan dari Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten; dan

e. Data pendukung lainnya.

(5) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat mengusulkan
perubahan rencana pelaksaaaan kegiatan (RPK) BOK

kepada Dinas Kesehatan.

(6) Usulan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan

menyertakan:

a. Surat pengantar dari Kepala UPI;
b. Surat pemyataan tanggung jawab mutlak;

c. Telaah perubahan dari Kepala UPT; dan

PA.RIF I(OORDiIIASI
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(1)

d. Berita acara perubahan RPK yang ditandatangani

oleh seluruh staf puskesmas.

Pasal 7

Dalam rangka penganggaran Dana BOK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 hurul b, Pemerintah

Kabupaten menganggarkaa dana BOK ke dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

dan/atau Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah

perubahan yang mengacu pada rincian alokasi dana

BOK yang ditetapkan oleh Menteri.

Dal,am menetapkan rincian alokasi Dana BOK

Puskesmas sebagaimana dima-ksud da.lam Pasal 6 ayat

(2) huruf a, Dinas Kesehatan mempertimbangkan

status puskesmas, jumlah desa, dan jumlah penduduk

yang ditetapkan setiap tahun oleh Bupati sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan dana BOK sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 4 da.rr 5 huruf c, Dinas

Kesehatan dan UPT melaksanakan masing-masing

kegiatan sesuai dengaa rencana kegiaten EOK.

Pengelolaan Dana BOK sebagaimana dimaksud pada

pasal 5 dilaksaaakan sesuai dengan Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana BOK sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidal terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal g

Dinas Kesehatan dan UPI melakuksn pemantauan dan

evaluasi secara bedenjang sesuai dengan tugas dan

kewenangan masing,

(21

(1)

l2l
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Pasal 10

(l) Kepala LrP'f menyampaikan laporan pelaksanaan

kegiratan dan penagunaan Dana BOK setiap triwulan,
a€meater, dan tahr:nan kepa.da Kepala Dinae

Kesehatan-

(2) I^aporan triwulan da;r aemesteran sebagaimana

dimatsud pada ayat (1) memuat jenis kegiatan, lokasi
kegiatan, realisasi keuangan, dan perrnaaalahan delam

pelaksanaan Dana BOK.

(3) Leporaa triwulan dan semeateran sebagaimana

rlirnpksud pada ayat (2) disampaikan selambat-

5 (lima) hari setclah akhir tdwulan dan

akhir semester.

(4) Laporan tahunan Dana BOK sebagaimana dimaksud
pada ayat (U memuat hasil kinerja I (satu) tahun
meliputi realisasi keuangan dan capaisn kegiatan.

(5) Laporan tahunan Dana BOK ecbagainana dimakeud
peda ayat (a) disanpaikan oleh Kepala UPT kepada

Kepala Dinas Kesehatan Nabupaten pafing l8mbat
pada minggu kedua bulan Januari tahrm berikutnya.

Pasal I 1

Pengelolaan Dana BOK scbagaimana dimaksud pada Pasal

4 sampai dengan Pasal 8 dilaksanakan scsuai dengan

petunjuk teknis penggunaan Dana BOK sebagaimana

tercantum dalam Iampiran yang merupakan baSisn tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAT KOORDINASI
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Paeal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Tekris Penggunaan Dana BOK Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2019 (Berita Daerah lGbupaten Musi Rawas

Tahun 2019 Nomor 34) dicabut dan dinyatekan tidak
berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaf

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas,

Ditetapkan di Muara Beliti
20 )ar\torf 2O2O

RAWAS,

AWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 2o Ja+uar.' ZOZO

SEKRETARIS DAERAH PARM EOORDINASI

rm$rurur I llg'
IJPATEN MUSI RAWAS,

PRI DESI

BERITA DAERAH KABIJPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMORI

1l



I,AMPIRAN PERATURAN

NOMOR 1

TENTANG

TEKNIS

BANTUAN

KESEHATAN

RAWAS

BAEi I

PENDAHULUAN

BUPATI MUSI RAWAS

TAHUN 2O2O

PETUNJUK

PENGGUNA DANA

OPERASIONAL

KABUPATEN MUSI

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakal bagian integral dari
pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi presiden

dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan
kualitae hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkaa derqjat
kesehatan masyaralat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan

upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat,

dengar pendekatar promotif, preventit tanpa meninggalkan kuratif
dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan
berkesinambungan. Dalam konsep pembangunal nasional,

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan program

lndonesia Sehat yang bertujuan untuk meningkatka.n pengetahuan,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam
lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derqjat kesehatan

masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.

Undalg-Unda-ng Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangar
Keuangan antara Pemerinta_h Pusat dan Pemerinta_han Daerah,

mengamanatlan Dana Alokasi Khusus (DAK) salah satunya yaitu
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagai salah satu
sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi,

diarrtaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan,
sehingga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat
menyediakan peLayanan kesehatan yang merata, tetjangkau dan
berkualitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 298 ayat (7) menyebutkan

belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan frsik dan dapat

PrT:ILI J OUFiiii-A S
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f. Mendukung upaya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin
esensial di Puskesmas; dan

g. Meudukung pelaksanaan penurunan stunfing
C. Sasaran

1. Dinas kesehatan kabupaten

2. Fasititas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes): puskesmas, Instalasi
Farmasi Kabupaten

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup BOK untuk Kabupaten meliputi;

1. BOK Kabupaten;

2. BOK Puskesmas;dan

3. BOK Kefarmasian.

E. Kebijakan Umum

l.Dana BOK adalah dana yang bersumber dari ApBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan
yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional;

2. Dana BOK bukan dana utama dalam prenyelenggaraan pembangunaa

kesehatan di daerah, sehingga daerah dituntut mewujudkan

tanggung jawab dalam pembiayaan pembangunal kesehatan lebih

kreatif serta inovatif dalam memadukal semua potensi yang ada

untuk pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan

sungguh-sungguh pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan.

3. Dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), daerah

dapat memanfaatkan dana BOK sesuai dengan fungsi dan

kewenangannya dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat,

misalnya Outbreak Respons Immunizarion (ORI), KLB diare, dan lain-
lain.

4. Pemerintah Daerah tetap berkewajiban menga.lokasikan dana untuk
kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD sesuai dengan ketentuan

undang-undang tentang kesehatah, khususnya kegiatan yang

langsung menyentuh kepentingal masyaral(at;

5. Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait
standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi

daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi-

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana BOK tidak
boleh duplikasi dengan srrmber pembiayaan APBN, APBD maupun

;"".;. ^l;-;;:,, , 

-PelnbiaYaan lainnYa;
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6. Kegiatan dalam Rencana Kegiatan BOK harus mengacu kepada

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik bidang kesehatan Tahun
Anggaran bedalan. Pemi.lihan kegiatan sesuai dengal prioritas dan
permasalahan di masing-masing daerah yang disela raskan dengan
prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas nasional bidalg
kesehatan;

7. Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, maka Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten dapat mengusulkan kepada Bupati r.mtuk
melimpahkar wewenang KPA kepada kepala Fasilitas pelayanan

Kesehatan (Fasyajlkes) dalam pelaksanaan BOK dan atau alreditasi
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di lapangan sesuai

peraturan berlaku;

8. Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran

anggaran dan kegiatan di antara dana BOK;

9. Pengelolaan dan F,ertanggungjawaban keuangan Dana BOK

mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian Keuangan dan

Kementerian Dalam Negeri.

F. Prinsip Dasar

Pemanfaatan Dana BOK berpedoman pada Prinsip:

1. Keterpaduan

Kegiatan BOK direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas

bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan

melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (dinas

kesehatan kabupaten/Puskesmas), kader kesehatan, lintas sektor

serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk
setiap bidang dan seksi berdasar stn:khrr Organisasi Perangkat

Daerah tetapi untuk pelal<sanaan program secara terintegrasi.

2. Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memalfaatkan sumber

daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkir untuk
mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan

sumbe r pembiayaan lain.

3. Efeldif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap
pencapaian prioritas nasional. Penetapart kegiatan dilakukar
berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

PAPJT (OORDINASI
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4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan dana BOK harus dapat
dipertalggungiawabkal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

G.Manajemen Pelaksanaan Dana BOK

1. Perencanaan Penganggaran

Kepala Daerah yang menerima Dana BOK dan Kepala Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan, perlu melakukan
sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

yang telah disepakati oleh pusat dan daerah.

a. Dana BOK yang dialokasikan kepada daerah kabupaten dan

Puskesmas dibuat perencanaan sesuai dengan peraturan yang

berlaku di daerah dengan mekanisme APBD;

b. PenJrusunal program dan kegiatan dalam Rencana Keda dan

Anggaran berdasar kebutuhan perar dan fungsi organisasi,

prioritas program dalam rangka pencapaian program nasionaJ,

Standa.r Pelayanan Minimal yang dilalsanakan di daerah secara

terintegrasi;

c. Dinas kesehatan kabupaten dal Puskesmas menlrusun RKA

berdasar pagu yang diterima;

d.

e.

Puskesmas menlrusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

berdasar alokasi yang diterima dari Kabupaten dan hasil RKA

dikompilasi oleh dinas kesehatan kabupaten menjadi RKA dinas

kesehatan atau dapat berupa RKA tersendiri sesuai aturan yang

bertaku;

RKA yarg telah disusun dan dikoordinasi oleh dinas kesehatan

dibahas dalam Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah

(RAPBD) apabila alokasi pasti sudah diterima. Apabila Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai

alokasi DAK mel,alui portal Kementerian Keuangan

dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD

ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkar DAK

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan

Peraturan Kepala Daerah tentarg Penjabaran APBD dengan

pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
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atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD.

f, Fasilitas PeLayalal Kesehatan (Fasyankes) menlrusun Renca-na

Pelaksanaan Kegiatan (RPK) berdasarkan Dokumen pelaksanaan

Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan;

g. Rencanapenggunaan mulai bulaa Januari sampai dengan

Desember tahun anggaran be{alan yang dituangkan dalam

rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.

2. Pengelolaan

a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kabupaten dikelola
dinas kesehatan kabupaten;

b. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas

disalurkan melalui dinas kesehatan kabupaten dan dikelola oleh

e.

Puskesmas;

BOK distribusi obat, vaksin, BMHP ke puskesmas, dan

pemanfaatan aplikasi logistik obat, vaksin dan BMHP secara

elektronik, disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten untuk
dimanfaatkan oleh insta.lasi farmasi Kabupaten.

JaminanPersalinan (Jampersal) dikelola oleh dinas kesehatan

kabupaten

Dukungan Manajemen dikelola oleh dinas kesehatan kabupaten

dan penggunaal dapat mendukung prengelolaan satker di dinas

kesehatan kabupaten dan Puskesmas;

f. AkrcditasiPuskesmas di kelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten;

g. Akreditasi RS kabupaten di kelola oleh RSUD kabupaten;dan

h. Akreditasi la.bkesda diketola oleh l,abkesda kabupaten;

Untuk pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan penting yang

berakhir sampai akhir tahun seperti Jampersal, premerintah daerah

diharapkan membuat pedoman langkah-langkah akhir tahun
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan darl evaluasi mencakup kinerja program dan kineia
keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:

a. Kesesuaian antara DPA-OPD dengan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) yang sudah disepakati antara Kementeriar Keaehatan

d.
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b. Realisasi wsktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pela_ksanaan

dengan perencanaan;

c. Evaluasi pencapaian kegiatan DAK berdasarkan input, proses,

output;

d. Evaluasi dari segi kelengkapan dan ketepatan pelaporan;

e. Evaluasi pencapaian target Program Prioritas Nasional Bidang

Kesehatan sesuai dengan target unit teknis, Reocana Kerja

Pemerintal dan Renstra Kemenkes.

4. Laporan

a. Jenis Pelaporan

l. Laporan terdiri atas laporan rutin bulanan, laporan

triwulanan, semesteran, dan laporan tahunan;

laporart rutin bulanan capaian program (sesuai indikator
SPM, Renstra), dengan menggunakan format, mekanisme

darr ketentuan yang sudai ditetaFkan;

l,aporan semesteran yang memuat jenis kegiatan, lokasi

kegiatan, realisasi keuangan, dan permasalahan dalam

pelaksslaan Jampersal, yang disampaikan setambat-

lambatnya 7 hari setelah al<hir triwulan dan semester

berakhir;

Laporan tahunan yang memuat hasil kinerja satu tahun
meliputi: realisasi keuangan, capaiar kegiatan, pada minggu

ketiga bulan Januari tahun berikutnya;dan

Iaporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator
Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja

Pemerintah), dengan menggunakan format, mekanisme dan

ketentuan yang sudah ditetapkan;

Alur pelaporan

1. Pelaksanaan di Puskesmas

Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin brranan
capaian program kepada dinas kesehatan kabupaten setiap

tanggal 5 buLan berikutnya.

4.

5.
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2. Pelalsanaan di kabupaten:

a. Kepala dinas kesehatan kabupaten menyampaikaa

laporan rutin bulanan capaian program, kepada kepala

dinas kesehatan provinsi, setiap tanggal tO bulan
berikutnya.

b, Kepala dinas kesehatan kabupaten menyampaikan

laporan semeateran Keschatan (http:/ /www.e-
renggar.keml<es. go.id).

c. Kepatuhan Pelaporan

Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan kinerja program

dan keua-ngan serta progres preningkatan capaian Indikator
Keluarga Sehat dan SPM akan dijadikan pertimbangan dalam
pengalokasian DAK nonfisik khususnya BOK

kabupaten/Puskesmas pada tahun berikutnya sesuai peraturan

perundang-undangan.

BAI} II

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

A. BANTUAN OPERASIONAI, KESEHATAN (BOK) DINAS KESEHATAN

KABUPATEN

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dia.lokasikan

untuk Kabupaten merupakan dukungan operasional untuk
melaksanakan peran dan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan

masyarakat sekunder.

1. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat

sekunder dalam mendukung pelayanan upaya kesehatan

masyarakat primer di Puskesmas.

b. Khusus

1. Menyelenggarakar fungsi rujukffi upaya kesehatan

masyarakat daii darr ke Puskesmas; dan

2. Menyelenggaralan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya

keeehatan masyarakat.

PIR'\F I{OOND]NASI
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2. Sasaran

a. Dinas Kosehatan Kabupateu

b. Balai Kesehatan Masyarakat UFrI Dinas Kesehatan.

3. Alokasi

Alokasi dana ditetapkar oleh Kementerian Kes€hatan, bersifat

tetap dan merupakan pagu maksimal.

4. Penggunaan

a. Dana BOK tingkat Kabupaten digunakal untuk kegiatan sebagai

berikut:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat.

2. Kegiatan pencege-haa dan pengendalian penyakit.

3. Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas.

b. Bentuk Kegiatan

l.Rapat/pertemuan/workshop/lokakarya dalam rangka

koordinasi, advokasi, sosialisasi, evaluaai pelaporan program

UKM.

2. Orientasi/p€latihan program UKM.

3. Pembinaan teknis, pemantauan evaluasi, fasilitasi teknis,

supervisi t€rpadu.

5. Jenis Pembiayaan

Dana BOK Kabupaten dimanfaatkan untuk pembiayaan program

dan kegiatan meliputi:

a. Belanja transport lokal;

b. Belanja pedalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan

non ASN;

c. Belanja pembeliaa bahan pakai habis (non medis);

d. Belanja penggandaan dan pencetakan;

e. Belanja pembetian material pendukung kegiatan UKM sekunder;

f. Belanja kegiatan pcrtemuan/meeting didalam kabupaten;

g. Belanja mal<an dan minum kegiatan rapat-rapat;

h. Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan

lingkungan di Kabupaten;

Belalja honorarium narasumber;

Belanja pemeril<saan sampel/ spesimen;

Belanja jasa pengiriman sampel/ spesimen;

Belanja jasa iuran JKN untuk tenaga kontrak di puskesmas;

dan

l.

i.

k.

l.
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m. Langganan intemet/pembelian prlsa internet untuk
mendukung program prioritas kesehatan termasuk untuk pIS-

PK.

Dana BOK Kabupaten/Kota tidak boleh dimanfaatkan untuk
pembiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, m4jalah,

dan lainJain) dan elektronik.

6, Menu Kegiatan

a. Upaya Kesehatan Masyar.akat

l. Pembinaan Gizi Masyarakat

1. Peningkatan Mutu dan Konsumsi Gizi: Konvergensi,

koordinasi dan konsolidasi LP/LS untuk pemrrunan

stunting;

2. Kewaspadaan Gizi: Pelatihan/Orientasi Tatalaksana Gizi

Buruk;

3. Penanggulangan Masalah Gizi: Surveilans Gizi;

4. Pengelolaar konsumsi gizi: Pelatihan/Orientasi Pemberian

Maka! Bayi dan Anak (PMBA);

5. Peningkatan Mutu darr Konsumsi, kewaspadaan,

penanggulangan masalah dan pengelolaan konsumsi gizi

aerta tata kelola (manajerial): Pelacakan dan Konfirmasi

Masalah Gizi dan monitoring evaluasi Kegiatan Gizi; dan

6. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesihk daerah.

2. Pembinaan Kesehatan Keluarga

1. Pembinaan Pelayalan Ibu dan Bayi Baru l,ahir :

1. Orientasi Materral Death Notification (MDN);

2. Penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP) surveilans

dan respon;

3. Orientasi Ante lyaral Care (ANC) terpadu dan Post Natal

Care (PNC);

4. Orientasi kohort (Ibu, bafl, balita terintegrasi dengan

trple eliminasi);

5. Orientasi Pengembangan Kelas ibu di RS dan tempat

kerja;

6. Penguatan pelaksanaan PPIA;

7. Penguata! P+K terintegrasi program kerja sama dalam
pelayanan darah;

PA:tA.:a !:OCRDil;ASl
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4.

8. Penguatar Penyeliaan Fasilitatif kesehatan ibu dan

bayi baru lahir; dan

9. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesifik daerah.

Pembinaan Pelayanan Bayi Baru lahir
l. Penguatan Pelayanan Bayi Baru lahir @BL), termasuk

Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);

2. Orientasi pelayanan kesehatan neonatal essensiaN dan

3. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesilik daerah.

Pembinaan pelayanan balita dan anak pra sekolah

a. Orientasi SDIDTK dan Sosialisasi Kelas Ibu Balita Bagi

Kader Kesehatan, curu PAUD/TKIRA;

b. Orientasi dan Pendampingan Kalakarya MTBS;

c. Koordinasi Penguatan Penggunaan Buku KIA;

d. Pemantauan Pemanfaatan Kohor Bayi, Balita dan Anak

Pra Sekolah;

e. Updating Pelayanan Kesehatan Balita Bagr

Bidan/Nakes di Desa;

f. Orientasi SDIDTK daIl Sosialisasi Kelas Ibu Balita Bagi

Kader Kesehatan, Guru PAUD/TK/RA;

g. Orientasi dan Pendampingan Kalakarya MTBS; dan

h. Koordinasi Penguatar Penggunaan Buku KIA.

Pembinaan Pelayanarr Anak Usia Sekolah dan Remaja

1. Orientasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

dan Manajemen Terpadu Pelayanan;

2. Kesehatan Remaja (MTPKR);

3. Orientasi konselor sebaya/kader kesehatan remaja;

4. Penguatan kabupaten/kota dalam membina Posyandu

Remaja;

5. Penguatan Panti/kmbaga Kesejahteraan Sosial Anak

(LKSA), l€mbaga Penyelenggara Kesejahteraa-n Sosial

(LPKS), I^apas/lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA);

6. Penguatan Krida Bina Keluarga Sehat;

7. Penguatan model sekolai/madrasah sehat

8. Orientasi kohort anak usia sekolah dan remaja;

9. Koordinasi LP/LS organisasi profesi terkait kesehatan

ana& usia sekolah dan remaja; dan

5.
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6.

1O. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesilik daerah.

Pembinaan Pelayanan Usia Reproduksi dan KB

a. Orientasi pelayanan kesehatan reproduksi masa

sebelum hamil (calon pengantin dan pasangan usia
subur);

b. Orientasi pelayanan KB pasca persa.linan (KBPP);

c. Orientasi konseling dan pelayanan KB;

d. Penguatal kesehatal Reproduksi (Calon pengantin,

Lapas dewasa, Penyandang disabilitas dewasa, Situasi

bencana, KB, Pencegahan Penanganan Kekerasan

terhadap Perempuan dan Anak (PP KIP/A);

e. Orientasi kohort usia reproduksi; darl

I Kegiatan lain, sesuai prioritas spesiftk daerah.

Pembinaal Pelayanan Kesehatan Usia L,anjut

1. Orientasi Penggunaan Panduan Pralrtis untuk
caregiver pada Perawatan Jangka Panjang (PJP)

bagilansia;

2. Orientasi pedoman kader seri kesehatan l,alsia;
3. Orientasipemberdayaan Lansia dalam meningkatkan

status kesehatan Lansia;

4. Koordinasi LP/LS organisasi profesi terkait Kesehatar

l,anjut usia; dan

5. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesifft daerah.

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

1. Kesehatan Keia
l. Koordinasi terkait Pekeda Migran Indonesia (PMI),

pengemudi, Pos UKK, cerakan Pekerja Perempuan

Sehat Produldif (GP2SP), Keselamatan Kesehatan

Kerja (K3) Perkantoran darr Fasilitas Pelayanan

Kesehatan;

2. Sosialisasi Penyakit Akibat Kerja (PAK);

3. Orientasi kesehatan kerja, kader Pos UKK,

Peningkatan Kesehatan Kerja Perempuan;

4. Penguatan Pos UKK, GP2SP, K3 Perkantoran, K3

Fasyankes;

7.

3
8.
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5. Pemantauan Kesehatan Pengemudi, Pekerja Migran

Indonesia (PMI); dan

6. Kegiat€n lain, sesuai prioritas spesifrk daerah.

2. Kesehatan Olahraga

1. Koordinasi Kesehatan Kerja dart Olahraga;

2. Sosialisasi Penggerakan Aldfitas Fisik;

3. Orientasi Kesehatan Olahraga;

4. Penguatan Kebugaran Jasmani Aparatur Sipil

Negara (ASN);

5. Penguatan Kebugaran Jasmani Jemaah Haji; dan

6. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesifik daerah

9. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Advokasi dan Kemitraaan

1. Advokasi/Koordinasi/Sosia.tisasi/Orientasi/Kemitra

an/ Pelatihan/ Bimtek Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat (Advokasi untuk
Mendorong Kabupaten Menerapkaa Kebijakan

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan

kemitraan/jejaring kerja dengan sektoral dan mitra
potensial;

2. Orientasi Advokasi/Kemitraan bag kabupaten

dalam mendukung GERMAS;

3. Pendampingan teknis dalam rangka mendorong

regulasi/implementasi GERMAS di tingkat

kabupaten;

4. Koordinasi LS

regulasi/ implementasi

kabupaten; dan

dalam mendorong

GERMAS di tingkat

5. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesifik daerah.

2. Pemberdayaan Masyaralat

1, Penguatan Upaya Kesehatan Bersumber daya

Masyarakat (UKBM);

2. Penguatan Kelompok Masyarakat/ORMAs/ PKK/

Pa:tgkalan/ Gugus Depan Saka Bakti Husada;

3. Mobilisasi sosial/masyarakat percepatan

pencegahan Stunting; dan

P'P-S' KCORDIiiASI 4. Kegiatan lain, sesuai prioritas pesifrk
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3, Potensi Sumber Daya Promkes

1, Penguatan kabupaten dalam rangka
penyelenggaraan promosi kesehatan di tatanan;
dan

2. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesifik daerah.

4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi

1. Pelatihan komunikasi antar pribadi bagi Tenaga

Kesehatan kabupaten;

2. Koordinasi dalam rangka penguatan komunikasi,

informasi, dan edukasi untuk kabupaten; dan

3. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesifik daerah.

5. Pendekatan Indonesia Sehat dengan Pendekatan

Keluarga :

l. Perencanaan: Rapat, pertemuan koordinasi;

2. Penggerakan/Pelaksanaan: Rapat, pertemuan

koordinasi terintegrasi dan analisis hasil PIS-PK

terintegrasi di tingkat Kabupaten; darl

3. Monitoring evaluasi pelaporan: Rapat, pertemuan

koordinasi, monitoring dan evaluasi terintegrasi,

bimbingan teknis terpadu/terintegrasi dengan

penanggung jawab program.

10. Penyehatan Lingkungan

1. Penyehatal Air dan Sanitasi Dasar

1, Pangawasan Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air
Minum PKAM (Pengawasan pengambilan sampel air
minum, Sosialisasi penge lola air minum yang

aman, Pengawasan pemeriksaan sampel air
minum);

2. Penguatan PeLaksanaan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) (Implementasi STBM 5 Pilar,

Advokasi 5 Pilar STBM LS LP tingkat Provinsi);

3. Penyediaan 1 (satu) orang tenaga sebagai fasilitator
STBM kabupaten dan dukungan operasionalnya,

Penyediaan satu orang tenaga sebagai fasilitator

STBM kabupaten dan dukungan operasionalnya

termasuk untuk menjadi tenaga pendamping dalam
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3

4. Persyaratan kualiflkasi tenaga tersebut meliputi:

a) Berpendidikan minimal D3/D4 Kesehatan

Lingkungan;

b) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum
di kabupaten yang berlaku;

c) Kepala dinas kesehatan kabupaten menetapkan

target kineda buLanan secara tertulis (ourput

bosed performan@li

d) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf

dinas kesehatan kabupaten lainnya termasuk

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan biaya

operasional kegiatan sesuai peraturan yang

berlaku;

e) Lama perjanjian keda sesuai tahun anggaran

yang berlalu; dan

f) Pembiayaan bersumber da.i dana BOK

Kabupaten.

5. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesifrk daerah

a. Penyehatan Pangan

a) Pengawasal Tempat Pengelolaan Pangan

memenuhi syarat (Orientasi pefljamah dan

pen,rnggung jawab makalan, Stikerisasi

Tempat Pengelolaar Pangan, Sosialisasi

Penilaian Kantin Lintas SKPD, Orientasi

Depot Air Minum); darr

b) Kegiatan lain, sesuai prioritas pesilik

daerah.

2. Penyehatan udaia tanah dan Kawasan

a. Penguatan Forum Kabupaten Kota Sehat (KKS);

b. Implementasi Pasar Sehat;

c. Pengawasan Tempat Fasilitas Umum (TFU)

Memenuhi Syarat (Penyediaarr reagensia intervensi

kesehatan lingkungan, Pengawasan Tempat

Fasilitas Umum (TFU), Orie ntasi Intemal Tempat

Fasilitas Umum (TFU), Konsolidasi Data Tempat

Fasilitas Umum (TFU); dan

d. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesifft daerah.
P.4.Id{F KOORDiNASI
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e. Pengamanan Limbah dan Radiasi

f. Pengawasan Limbah Medis Memenuhi Syarat
(Pemantauarr dan prengawasan limbah medis,

Peningkatan Kapasitas dalam rangka Pengelolaan

Limbah Medis bagi petugas Puskesmas, Rumah

Sakit dan fasyankes lainnya, Adaptasi Perubahan

Iklim Bidang Kesehatan); darr

g. Kegiatan lain, sesuai prioritas spesifik daerah.

3. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Rujukan pengujian spesimen surveilans rutin,
sentinel dan dugaal KLB, termasuk yang

dilaksanakan oleh UPT l,aboratorium Kesehatan

Daerah (l,abkesda) dinas kesehatan kabupaten;

b. Peningkatan kapasitas SDM bagr tenaga

puskesmas dalam rangka surveilans epidemiologi,

penyelidikan epidemiologi, pencegahan dan
pengendalian penyakit serta masalah kesehatan

jiwa dan napza. Kegiatan dapat berupa;

c. Sosialisasi: Dilalukan untuk penyebarluasan

informasi tentang program U2P, Peraturan

Perundangar /Juklak Juknis/Kebljakan baru.

Kegiatan cukup dilakukan 1 (satu) hari efektif.

Junlah peserta disesuaikan dengan kelompok

sasaran yang sesuai; dan

d. Orientasi/Workshop; Dilakuka-n untuk
memberikan pemahaman secara menyeluruh

tentang satu kegiatan tertentu dalam upaya

pencegahan dan pengendalial penyakit (teknis dan

manajemen). Pelaksanaan dilakukan 3 (tiga) hari
efektif, peserta mendapat piagam kepesertaan dart

bahan ajar, Junlah peserta disesuaikan dengan

kriteria kepesertaan.
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4. Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis
terpadu P2P ke puskesmas, kegiatan dapat berupa:

a. Bimbingan Teknis (Bimtek): Dilakukan untuk
meningkatkarr kompetenai tenaga kesehatan bidang
P2P di puskesmas dan rumah sakit terkait program

pencegahan dan pengendalian penyakit;

b. Monitoring dan Evaluasi (Monev): Dilakukan untuk
mengumpulkan data program P2P termasuk
validasi data dan pencapaian indikator Program

P2P di puskesmas dan rumah sakit; dan

c. Supervisi: Dilakukan untuk pemberian pengarahan

bagi petugas kesehatan P2P di puskesmas dan

rumah sakit da-lam melakukan kegiatan prog:am

P2P yang dilakukan langsung ke masyarakat.

Kampanye, sosialisasi, advokasi tentang penyakit

menular dan penyakit tidak menular serta masa.la}I

kesehatan jiwa-napza di tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan dapat berupa; kampanye masa, pertemuan

maupun Fokus Group Diskusi (FcD);

Surveilans aktif Rumah Sakit untuk PD3I dan penyakit

menr"rlar lainnya;

Penyelidikan epidemiologi, pelacakan kasus, rumor,
penanggulangan dan surveilans penyakit berpotensial

KLB serta masalall kesehatan jiwa, kegiatan dapat

berupa ;

a. Investigasi kasus dugaan KLB dan atau masalah

kesehatan jiwa;

b. Penyelidikan epidemiologi (PE) KLB;

c. Analisa hasil PE dan diseminasi informasi; dan

d. Pemartauan kontak.

Pendampingan Pemberdayaan masyarakat dalam

rangka pembentukan kader P2P di puskesmas;

Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor

tentang pencegahan dan pengendalian penyakit secara

berkala;

5.

6.

7.

3

8.

9.
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10. Pen)rLrsunart dan penyediaan media KIE Pencegahsn

dan Pengendalian Penyakit dalam rangka kegiatan
promotif dan preventif penyakit menular da.rl tidak
menular serta masalah kssehatan jiwa dan napza.

Media KIE dapat berupa; l,eallet, Pamflet, Poster dan

Spa-nduk; dan

Kegiatan lain sesuai prioritas spesifik daerah.11.

3

1 1. Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan

Ka.[ibrasi alat kesehatan Puskesmas:

a. Pembiayaan

pengqiian kalibrasi alat kesehatan Puskesmas sesuai

standar biaya pemerintah, dan dilakukan oleh Balai

Pengujian Fasilitas Kesehatan (BPFK) atau Institusi
Pengujian Fasilitas Kesehatan (IPFK) yang memiliki izin
operasional dari Kementerian Kesehatan serta

terakreditasi oleh I€mbaga akreditasi.

b. Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal

c. Alokasi

Alokasi dukungan manajemen BOK dan Jampersal

kabupaten adalah 5olo dari alokasi BOK masing-masing

Kabupaten.

d. Jenis Pembiayaar

Dana dukungan manajemen pengelolaan BOK dan

Jampersal dapat dimanfaatkan untuk membiayai

kegiatan yang metiputi:

1. belanja transport lokal;

2. belanja perjalallarr dinas dalam daerah dan luar
daerah bagi ASN dan non ASN;

3. betanja bahan pakai habis (nonmedis);

4. belanja material pendukung kegiatan dukungal
manajemen;

5. belaqia makan dan minurn kegiatan rapat;

6. belanja pertemuar/meeting di dalam kabupaten:

7. belanja peoggandaal darl Frcetakan;

8. belanja honor narasumber/tenaga ahli.PARAF IICORDII.IASI



Penggunaart

Dana dukungan manajemen pengelolaan BOK dan
Jamperssl di kabupaten digunakan untuk:
1, Perencanaan, Penggerakan / Petaksanaan,

Pembinaan da.rr Monitoring Evaluasi BOK

Jampersal:

2. Rapat/pertemuan koordinasi di dafam kabupaten,

advokasi, aosialisasi LP/LS ddam ranglo
perencanaan, pengerakan / prelaksanaan,

monitoring evaluasi pelaporan BOK;

3. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan BOK Jampersal;

dan

4. Ifun3ultasi ke provinsi maksirnal 2 krli ds1 p11s6g 2

kqti @ 2 orang.

Dukungen Administrasi

1. Penyediaan material pendukung kegiatan

dukungaa manajemen (ATK, materai dan lainnya);

2, Fengandaan, pencetakan bahan pertemuan/

monev;

3. Fenyediaan bahan pakai habis; dan

4. Iangganan internet/pembelian pulsa internet
untuk meleksrnqkqn sistcm informasi puskesmas

secara elektronik (SIKDA Generik), menyampa.ikan

hasil program prioritas kes€hatan termasuk PIS-

PK, menyampaikan data kesehatan di puskesrnas

(data dasar dan data program) ke dalqm bank data

melalui layanan int€toperabilitas data kesehatan.

B. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS

1. Tujuan

a. Umum

Meningkat}an aks€s dan mutu pel,ayanan kesehatan masryarakat

utemanya proEotif dan pr€ventif di wilayah kerja hrskesmas, scrta
mendukung ketcrsediaan obat di PuskesmaB.

e.

o

a
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b. Khusus

1. Menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif utarnanya
di luar gedung Puskesmas;

2. Menyelenggarakan fungsi manajemen puskesmas; darl
3, Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di wilayal kerja

Puskesmas.

2. Sasaraa

a. Puskesmas;

b. Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

3. Alokes;

Kementerian Kesehatan menetapkan totst alokasi dana BOK

Puskesmas per kabupaten. Besaran alokasi dana BOK untuk setiap
Puskesmas ditetapkan oleh dinas kesehatan melalui surat keputusan
kepala dinas kesehatan dengan largka-Langkah perhitungal sebagai

berikut:

a- Sebelum membagi alokasi total ke seluruh Puskesmas, terlebih
dahulu dari alokasi total tersebut dikurang untuk kebutuhan
program yang meliputi dana untuk desa lokus yang ditetapkan
sebagai pelaksana pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) tahun anggaran berjalan, maka dikurangi sebesar Rp.

7.50O.OOO.- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per desa.

b. Sisa dana BOK Puskesmas setelah dikurangi untuk kebutuhan

operasional pemicuan dana STBM dibagi ke seluruh Puskesmas di
kabupaten secara proporsional, dengan memperhatikan berbagai

kriteria antara lain :

1. Jumlah penduduk di wilayah ke{a;
2. Luas wilayah kerja;

3. Kondisi sarana transportasi;

4. Kondisi geografi;

5. Jumlah tenaga kesehatan masyarakat tersedia;

6. Dara kapitasi JKN yang diperoleh Puskesmas; dan
7. Kriteria lain sebagainya sesuai kearifan lokal.

c. Dari hasil perhitungan tersebut, maka Puskesmas yang terdapat

desa STBM akan mendapat tambahan alokasi BOK Puskesmas

disamping dari perhitungan pembagral secara proporsional di atas

dengan besaran sesuai jumlah Desa STBM.

PARAF KOORDINASI
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4. Penggunaan

Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap puskesmas dapat
digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan
preventif upaya kesehatan masyarakat oleh puskesmas dan
jaringannya. Penggunaan BOK di Puskesmas meliputi:

a. UKM Primer (PIS-PK, UKM Esensial darl pengembangan, Fungsi
Manajemen Puskesmas) dengan rincial sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan

Pendekatan Keluarga (PIS-PK);

2. Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan masyarakat esensial

dan pengembangarr di wilayah kerjanya baik di dalam gedung

maupun luar gedung. Melalui Posyandu, Posbindu, pos UKK,

Poskestren, UKBM lainnya, kunjungan keluarga, kunjungan

sekolah, kunjungal tempat keia dan pelayanan di luar gedung

tainnya. Kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan oteh

Puskesmas dilaksanakan juga dalam upaya meningkatkan

Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Program Indonesia Sehat

dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), serta untuk pemenuhan

kebutuhan pendukung kegiatan kegiatan promotif dan preventif

serta pemberdayaan masyarakat. Rincian kegiatan pada Tabel I;
dan

3. Penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi
perencanaan (P1), penggerakan pelaksanaan (P2) melalui
lokakarya mini Puskesmas, pengawasan pengendatian dan
penilaian (P3) kinefa Puskesmas serta kegiatan koordinasi tintas
sektor lainnya.

a) Pemicuan STBM Desa Locus

Penyelenggaraan kegiatan pemicuan untuk mewujudkal desa

STBM terutama untuk daerah lokus STBM. Selain puskesmas

yang termasuk dalam lokus desa STBM, tetap dapat

melaksana-kaa kegiatan mewujudkan desa STBM.

b) Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja

Penyediaan tenaga promosi kesehatan, sanitarial, nutrisionis,
tenaga kesehatan masyarakat lainnya, analis laboratorium

darr tenaga pembantu pengelola keuangan di Puskesmas.

PAfu\F I(OCR!]NASI
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c) Penyelenggaraan kegiatan UKM lainnya yang bersifat prioritas
yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun daerah

dalam upaya etminasi/eradikasi/pembasmian penyakit

tertentu di daerah lokus yang telah ditetapkan, atau program

prioritas lain baik nasional maupun daerah.

d) Penyelenggaraan kegiatan untuk percepatan penurunan

stunting dimulai dari masa remaja, ibu hamil, sampai dengan

anak berumur dua tahun;

e) Penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung Intervensi

Perubahan Perilaku program prioritas antara lain edukasi

PMBA (Pemberian Makanan Bal dan Anak), Kelas Ibu,

orientasi tumbuh kembang/SDIDTK (Stimulasi Deteksi

Intervensi Dini T\rmbuh Kembang), kegiatan pemberdayaan

masyarakat lainnya); dan

f) Operasional kegiatan outbreak respond/Kejadian Luar Biasa

dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas

nasional.

5. Jenis Pembiayaan

Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai

kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Jenis
pembiayaan tersebut meliputi:

a. Belanja transport petugas kesehatan, kader, pendampingar

mahasiswa serta lintas sektor;

b. Belanja perjatanan dinas dalam dan luar wilayah ke{a
puskesmas bagi ASN dan non ASN di dalam Kabupaten/Kota;

c. Belanja bahan pakai habis;

d. Belanja material pendukung kegiatan;

e. Belanja pencetakan dan penggandaan;

f. Belanja makan dan minum rapat;

g. Belanja kegiatan pertemuan di dalam kabupaten;

h, Belanja honor tenaBa kontrak;

i. Belanja honor Narasumber maksimal 12 jam setahun;
j. Belaqla pemeriksaan sampel (termasuk pemeriksaan seleksi

awal/screening calon pendonor darah dalam rangka mendukung

P4K);

FAAI.I iiCCRDI}IASI PAMF I(OORDINASI
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l. Belanja jasa iuran JKN tenaga kontEk di puskesmas.

m. Belanja pe{alanan dinas dalam daera}r dan luar daerah bagi ASN

dan non ASN*

n. Belanja peljalanan dinas luar daerah tidak diperuntukan untuk
melalukan studi banding tidak untuk melakukan atau
menghadiri rapat/pertemuan diluar wilayah kerja kabupaten,

tida-k untuk konsultasi ke provinsi.

o. Dana BOK Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk
pembiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, majalah,

dll) dan elektronik. Belanjajasa pengiriman sampel; darr

6. Menu Kegiatan

a. Upaya Kesehatan Masyarakat Primer (PISPK, UKM Esensial dan
Pengembangan, Fungsi Manajemen Puskesmas) :

1. Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekataa Keluarga

a. Pendataan keluarga;

b. Intervensi pada keluarga;

c. Pemeliharaan keluarga sehat; dan

d, Monitoring dan evaluasi pelaksa-naan terintegrasi,

2. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

1. Pembinaan Kesehatan Keluarga

a, PeLayanarr Kesehatan Ibu

a) Pel,aksanaan Program Perencanaan Persalinan dan

Pencegahan Komplikasi (P4K);

b) Pemantauan bumil risiko tinggi;

c) Pelaksanaan kelas ibu;

d) Kemitraan bidan dukun;

e) Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal;

$ Pelayanan nifas termasuk KB pasca persa.linan;

g) Pemantauan kesehatan ibu nifas;

h) Orientasi kader/dukun dalam P4K dan kemitraan bidan

dukun;

i) Transportasi calon pendonor darah dalam mendukung
P4K; dan

j) Penyeliaan Fasilitatif.
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2. Pembinaan Pelayanan Bayi Baru Lahir
a. Pemeriksaal neonates;

b. Pemantauan kesehatar neonatus termasuk neonatus risik<t

tinggi;

c. Pelacalan kematian neonatal termasuk otopsi verbal; dan
d. Tindak lanjut Sqeening Hipothgroid Kongenital (SHKI.

3. Pembinaan Pelayanan Balita dan Anak Pra Sekolah

a. Pelaksanaan SDIDTK;

b. Pelaksanaan kelas ibu balita;

c. Pelaksanaan Kalakarya MTBS;

d. Pelaksanaan earlg infali diagnosis HW;

e. Pelacalan Kasus kematian balita;

f. Pembinaan Kader Kesehatan, guru PAUD/TK/RA;

4. Pembinaan Pelayanan AnaI( usia sekolah dan remaja

a. Pembinaan UKS dan kader kesehatan sekolah (dokter kecil,

kader kesehatan remaja);

b. Orientasi Model sekolah/madrasah sehat;

c. Penjaringan Kesehatan;

d. Pemeriksaan kesehatan berkala; darr

e. Pembinaan kes€hatan di luar sekotah (panti/LKSA,

lapas/LPI(A, posyandu remaja, dan lainJain).

5. Pembinaan Pelayanan Usia Reproduksi dan KB

a. Pelayanan kesehatal reproduksi calon pengantin;

b. Penyediaan media KIE terkait kesehatan reproduksi dan KB

(termasuk bagi penyandang disabilitas); dan

c. Pelayanan kesehatan reproduksi pada sasar"an dan situasi

khusus (situasi bencana, Lapas dewasa, PUS Risti, dan

lain-lain).

6. Pcmbinaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
a. Orientssi Parlduan Praktis untuk caregiuer dsJ€tn

Perawatar jangka panjang bagi lanjut usia;

b. PeLayanan lanjut usia di Posyandu Lansia;

c. Pemantauan lansia resiko tinggi; dan

d. Pelaksanaan llomc Care pada latsia,
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7. Upaya Perbaikan cizi Masyarakat

1. Pendidikan cizi
b. Sosialisasi, pembinaan, edukasi dal konseling pemberian

Makan Bayi dan Anal< (PMBA) darr Gizi Seimbang (termasuk

Isi Piringku);

c. Advokasi, Sosialisasi, Orientasi, prembinaan,

konseling terkait masalah gizi makro, gizi

suplementasi gzt di sekolah/ instansi

kecamatan/desa; dan

d. Pemberdayaa-n masyarakat dalam upaya

penurunan stunring di level kecamatan/desa.

edukasi dan

mikro, dan

di level

percepatan

b. Suplementasi Gizi

1. Penyediaan Makanan Tambahan (MT) Pemulihan bagi ibu hamil

KEK dan balita kurus berbahan baku local;

2. Penyediaan Makanan Tambahan (MT)pen1r:luhan bagi ibu hamil

dan balita berbahan baku local;

3. Pemberian Makanan Tambahan (MT) bagi ibu hamil KEK dan

balita kurus, Vitamin A pada bayi dan balita, Tablet Tambah

Darah Ibu Hamil dan Remaja Puteri termasuk pendistribusian

ke sasaran; dan

4. Sewa ruaagan/ gudang untuk suplementasi gizi.

c. Surveilans Gizi

1. Pemantauan pertumbuhan balita;

2. Skrining aktif/pelacakan dan konfirmasi kasus gizi buruk;
3. Pencatatan darr pelaporan gizi mela.tui e-PPGBM; dan

4. Konfirmasi status gizi balita.

d. Upaya Kesehatan Lingkungan

1. Inspeksi kesehatan lingkungan untuk tempat dan fasilitas

umum, tcmpat pengelolaan palgan darr sarana air minum;

2. Pemeriksaan kualitas air minum, makanan, udara dan

bangunan, limbah cair dart limbah medis. Pemeriksaan terdiri
dari pengambilan sampel dan pengujian sampel;

3. Orientasi natural leader, STBM, penjamal makanan dal kader

kesling lainnya;
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4. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan STBM,

implementasi HSP (Higiene Sanitasi Pangan) di rumah tangga

dan sekolah, rencana pengamanal air minum di komunal,

MPAPHAST (Method ologg P@rticipatory Assessment Participatory

HVgiene (,ns S(I,,,,ita,tion Tmnsformation) di komunitas pasar

rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan

masayarakat lainnya;

Mewujudkar desa STBM oleh sanitarian/tenaga kesehatan

lingkungan Puskesmas meliputi: pemicuan, Identifrkasi

Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) peritaku kesehatan,

monitoring paska pemicuan, penlrusr:nan da,J udate peta

sanitasi dan buku kader, kampanye cuci taJlgan pakai sabun,

kampanye hUgien€ sanitasi sekolah, survey kualitas air minum

(Pra dan Paska Konstruksi) serta, verifrkasi Stop Buang air
besar Sembarangan (SBS);

Pembinaan paska pemberdayaan termasuk verifrkasi desa yalg
melaksanakan STtsM, desa SBS dan TtU, TPP yang memenuhi

syarat;

5.

6.

7. Pengambilal sampel dalam ralgka surveilans kuslitas air
minum;

8. Sosialisasi dan edukasi bahaya pajanan merkuri dari kegiatan

Penambang Emas Skala Kecil (PESK) bagi pekerja dan

masyarakat; dan

9. Pemeriksaan kesehatan terkait pajanan merkuri dari kegiatan

PESK bagi pekefa dan masyarakat

e. Upaya Promosi Kesehatan

l. Penyegatat/refreshing, orientasi tenaga kesehatan/kader

kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu termasuk

materi orientasi komunikasi antar pribadi;

2. Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang UKM

esensial dan pengembangan;

3. Survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa;

4. Advokasi LP LS tingkat desa, kecamatar bidang kesehatan;

5. Penggeralan keluarga/masyatakat untuk mendukung UKM

esensial dan pengembangan;

6. Pembinaan/pendampingan masyarakat, kelompok tentang

UKM esensial dan pengembangan; dan
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a.

7. Penggalangan dukungaa masyarakat, lintas sektor, dunia
usaha.

Deteksi Dini dan Penemuan Kasus

I. Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis pada lbu hamil
dan kelompok berisiko;

2. Deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu pTM;

3. Deteksi dini dan Konseling masalai kesehatan jiwa dan napza;

4. Penemuan kasus PD3I, kasus kontak TB, kasus konta_k kusta
dan kasus malgkir serta orang dengan gangguan jiwa serta
penyakit lainnya; dan

5. Kunjungan ulangkasnB Aante F1.aegd. Parafgsis (AFp).

Surveilans dan Respon KLB

1. Surveilans KIPI;

2. Surveilans aktif ke yankes swasta kasus PD3I dan penyakit

menular lainnya;

3. Surveilans migrasi malaria;

4. Surveilals penyakit menular, penyakit tidak menular dan
masalah kesehatan jiwa dan oapza di masyarakat;

5. Surveilans penyakit menular, penyakit tidak menular dan

masalah kesehatan jiwa dan napza di institusi pendidikan;

6. Surveil,ans penyakit dan masalah kesehatan jiwa pada situasi
bencana;

7. Pendataan dan Validasi sasaran, hasil cakupal imunisasi atau
POPM serta Rqpid Conuiniene Assessment (RCA);

8. Verifrkasi rumor dugaan KLB, sinyat SKDR dan atau masalah

kesehatan jiwa;

9. Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit potensia_l KLB/wabaI
dan atau masalah kesehatan jiwa serta penalggulangannya,

termasuk ORI (Aibreak Reqtorse Immunizationl;

1O. Pengambiian dan Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB;

1 1. Pemantauan konta};

12. Ana.lisa hasil PE dan diseminasi informasi di wilayah kerja
puskesmas;

13. Pelacakan kasus ikutan atau hasil reaksi minum obat pada

keeiatan POPM; dan

14. Sureilans binatang pembawa penyakit serta pengiriman
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h. Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Infeksi

1. Pelayanan imunisasi rutin baik imunisasi dasar maupun

imunisasi lanjutan, imunisasi dalam rangka pengenalaa

antigen baru;

2. Sosialisasi pelaksalaarr imunisasi rutin, Bulan Imunisasi Anak
Sekolah (BIAS), imunisasi dalam rangka pengenalan artigen
baru, serta pemberian imunisasi massal kepada orang tua,
guru dan wali murid;

3. Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan

penyalit;

4. Distribusi obat POPM ke pos minum obat/penduduk sasaran di
desa;

5. Pengambilan obat POPM ke dinas kesehatan kabupaten;

6. Sunep q imunisasi, Drop Out Follow Up (DOFUI / Backlog

.nbhrn, (BLF) untuk meningkatlan calrupan imunisasi;

7. &Eeping pasca POPM untuk meningkatkan c8-kupan POPM

dan penyakit menular lainnya;

8. Pengendalian vektor (Pemberantasan Sarang Nyamuk,

larvasidasi, fogging, Indoor Residual Spraging [RS), modifrkasi

lingkungan);

9. Pemaltauan jentik secara berkala;

10. Distribusi kelambu dan masker ke kelompok sasaran di desa;

11. Monitoring penggunaan kelambu malaria;

12. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);

13. Konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM), masalah kesehatan
jiwa, TBC;

14. Monitoring, bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan poE

pembinaan terpadu (posbindu) penyakit tidak menular oleh

petugas puskesmas;

15. Pengendalian fa.ktor risiko penyalit darr masalah kesehatan
jiwa pada situasi KLB, situasi khusus dan bencana;

16. Pemberiaa Zinc pada seluruh ba.lita di situasi khu8us dar
bencana; dan

17. Kegiatan lain sesuai prioritas spesifik daerah
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Pengendalian Penyakit

1. Pendampingan penderit€ penyakit menular menahun,

gangguan jiwa dal napza;

2. Kunjungan rumah untuk manajemen kasus yang memerlukan

kunjungan rumah sesuai pedoman termasuk pengawasan

minum obat;

3. FollotD up tatalal<sana dan pencegahan cacat kasus kusta dan

penyakit memrlar lainnya serta gangguan jiwa;

4. Advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koordinasi Lintas Sektor

(l^S)/ Lintas Program (LP) terkait kegiatan pencegahan dan

pengendalian penyakit; dan

5. Kegiatan lain sesuai prioritas spesifik daerah.

Pemberdayaan Masyarakat

1. Pembentukan kader kesehatan program P2P;

2. Orientasi/pembekalan kader kesehatan untuk P2P;

3. Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P;

4. Monitoring dan bimbingar teknis kader kesehatan unhrk P2P

oleh petugas puskesmas; dan

5. Pertemuan koordinasi dengan pendamping desa dalam ralgka
pemanfaatan dana desa.

Upaya Kesehatan Masya-rakat Pengembangan

a. Pelayanan Kesehatan Kerja

1. Pendataan pekerja dan tempat kerja;

a) Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja;

b) Pembinaan dan pemantauan kesehatan keda; dan

c) Sosialisasi, orientasi, koordinasi kesehatan kerja;

Pelayalaa Kesehatan OLahraga

l. Pemeriksaan kebugaran;

2. Pembinaan kesehatan olahraga; dan

3. Sosialisasi, orientasi kesehatan olalraga.

PeLayanan kesehatan lainnya termasuk lokal spesifrk

1. Fungsi Manajemen Puskesmas

a)Manajemen Puskesmas Penlrusunan perencanaan

puskesmas /penyusunan POA;

b) lokakarya mini puskesmas bulanan/triwulanan;

k.

b.
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c) Eva.luasi/ PeniLaian kineda;

d) Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral; dan

e) Transport pertemuan koordinasi perencErnaan,

pelaksanaan, evaluasi pelaporan BOK di kabupaten.

Penyediaan Bahan Pakai Habis

1. Pembe liarl ATK;

2. Fotocoplr/penggandaan;

3. Materai;

4. Termasuk untuk dukungan administrasi laporan keuangan

BOK Puskesmas;

5. Konsultasi,Pembinaal Teknis;

6. Konsultasi ke kabupaten; dan

7. Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, institusi.

Sistem Informasi

1. Penggandaan formulir pencatatan dan pelaporan;

2. Pengirimaa la6nran; dan

3. Langganan intemet/pembelian pulsa intemet untuk
mel,aksanakan sistem informasi puskesmas secara elektronik
(SIKDA generik), menyampaikan hasil program prioritas
kesehatan termasuk PIS-PK, menyampaikan data kesehatan

di Puskesmas (data dasar dan data program) ke dalam bank

data melalui layanan interoperabilitas data kesehatan,

termasuk untuk pengisian aplikasi terkait anggaran DAK.

Pemicu-an STBM Desa Locus

Mewujudkan desa STBM oleh sanitarian/tenaga kesehatan

lingkungan Puskesmas meliputi: pemicuan, Identifrkasi

Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan,

monitoring paska pemicuan, penyusun.rn d,an q)d.ate peta

sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun,
kampanye hggbne sanitasi sekolah, survey kualitas air minum
(Pra dan Paska Konstruksi) serta, verifikasi Stop Buarg air
besar Sembarangan (SBS).

c.

d.
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e. Penyediaan Tenaga dengan Pe{anjian Ke{a
Penyediaan promosi kesehatan, sanitarian, nutrisionis, tenaga

kesehatan masyarakat lainnya, analis laboratorium dan tenaga
pembantu pengelola keuangan di Puskesmas, maksimal 4

orang tenaga per Puskesmas dengan sistem perjanjian kerja.
Penetapan maksimal 4 orang tenaga tersebut berdasarkan
prioritas kebutuhan tenaga dengan kualifikasi persyaratan

yang telah ditentukan. Proses penerimaan dan seleksi tenaga

ditaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota,
sedangkan ikatan perjaJljiar kerja ditandatangani oleh kepala
Puskesmas dan tenaga yang bersangkutan. persyaratan

kualifikasi tenaga tersebut meliputi:

a. Tenaga Promosi Kesehatan

Pendidikan minimal D3 Promosi Kesehatan,/Sl Kesehatan

Masyarakat. DiutaDakan jurusan/peminatan promosi

Kesehatan/ILnu Perilaku dan memiliki pengalaman kerja
minimal 1 tahun di bidangnya.

Tenaga Sanitarian

Pendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan/ S 1

Kesehatan Masyarakat, Diutamakan jrrusan/peminatan

kesehatan lingkungan dan/atau memiliki pengalaman keda

minimal 1 tahun di bidangnya.

Tenaga Nutrisionis

Pendidikan minimal D3/S1 cizi /S1 Kesehatan Masyarakat.

Diutamakan jurusan/ peminatan pjri dan memiliki
pengalaman kerja minimal I tahun di bidangnya.

Tenaga Epidemiologi

Pendidikan minimal S1 Kesehatan Masyaiakat. Diutamakan
jurusan/peminatan epidemiologi, dan memiliki pengalaman

ke{a minimal 1 tahun di bidangnya.

Tenaga Kesehatan Masyarakat l^ainnya

Pendidikan minimal D3 Bidang Kesehatan Masyarakat,

diutamakan memiliki pengalaman ke{a minimal I tahun di
bidangnya.

b.

d.

e.

c.

PAMF XOORDII*ASI

,"r:,ct|rL'rr lfi

PARAF KOORDINASI



Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan

Pendidikan minimal D3 Ekonomi/Akuntansi, diutamakan

memiliki pengaiaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya.

Analis laboratorium

Berpendidikan minimal D3lD4 analis kosehatan

(laboratorium), diutamakan yang memiliki pengalaman

kerja minimal 1 tahun di bidangnya.

Ketentuan perihal perjanjian kerja mengacu pada peraturan

yang berlaku, serta ketentuan yalg diatur meliputi:

a) Diberikan honor sesuai UMR atau ketentuan lain yang

berlaku di daerah;

b) Kepala Puskesmas menetapkan target kinerja bulanan

secara tertulis loutput based performanel;

Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf

Puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan

Nasional dan biaya operasional kegiatan sesuai

peraturan yang berlaku; dan

l,ama pe{anjian kerja sesuai tahr:n anggaran yang

bertaku pembiayaan bersumber dari dana BOK

h-rskesmas.

C. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK} KEFARMASIAN

1. Tujuan

a. Umum

Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang

kesehatan bersumber DAK untuk mencapai target Prioritas

nasional bidang kesehatan

b. Ktrusus

1. Mendukung upaya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin

esensial serta BMHP di Puskesmas; darl

2. Mendukung pelaksanaan pengelolaan obat, vaksin dan BMHP

di Instalasi Farmasi Kabupaten sesuai standar.

2. Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten dan Instalasi Farmasi Kabupaten.

3. Alokasi

Alokasi dana ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri

Kesehatan, bersifat tetaP dan merupalan pagu maksimal.

c)

d)
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4. Penggunaan

a. Jenis Kegiatan

BOK Kefarmasian digunakan untuk kegiatan antara lain:

1. Distribusi obat, vaksin darl BMHP dari Provinsi ke Kabupaten

(bagi Dinas Kesehatan Provinsi);

2. Distribusi obat, vaksin darl BMHP dari Kabupaten ke

Puskesmas; dan

3. Dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik

obat dan BMHP secara elektronik (bagi Dinas Kesehatan

Kabupaten).

b. Biaya tenaga bongkar muat.

1. Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi

Kabupaten ke puskesmas, dapat digunakan untuk:

a) Biaya perjaJanan dinas/transport bagi petugas Instalasi

Farmasi Kabupaten ke puskesmas. Kepala Daerah

menetapkan ketentuan biaya pedalanan dinas atau

transport;

b) bagi petugas Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke

puskesmas;

c) Biaya bahan bakar atau biaya sewa alat transportasi

distribusi obat serta biaya bahan pengepakan obat, vaksin

darl BMHP. Biaya sewa dimalsud adalah untuk satu kali

pengantaran;

d) Jasa pengiriman melalui pihak ketiga (ekspedisi

pengiriman barang); dan

e) Biaya tenaga bongkar muat.

c. Dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik

obat da.r! BMHP secara elektonik di Instalasi Farmasi

Kabupaten/ Kota dapat digunakan untuk:

1. Pendampingan manajemen logistik obat dan BMHP, termasuk

pengumpularr data indikator ketersediaan obat dan vaksin

esensial dengan mengundang petugas puskesmas dan

kegiatan pengembangal eJogistik sesuai ketentuan

kementerian kesehatan;

2. Biaya perjalanan dinas atau tmnsport bagi petugas Dinas

Kesehatan Kabupaten untuk melskukan konsultasi

/'.,-,,"=.,a"-. 1
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BMHP secara elektronik ke provinsi. Tata cara
penyelenggaraartnya mengacu pada ketentuan peljalanan

dinas atau transport yang ditetapkan dengan peraturan yang

berlaku;

3. Biaya langgaran intcrnet yang hanya berupa paket data
dengan kuota paling banyak 6 GB per buLan; dan

4. Honorarium untuk prengelola aplikasi sistem informasi atau

aplikasi logistik obat dan BMHP sesuai versi Kementerian

Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Tenaga pengelola dapat

berupa:

a) Petugas Instalasi Farmasi (ASN ataupun non ASN) yang

ditugaskan menangani aplikasi logistik. Jurnlah petugas

maksimal 2 orang dengan honor Rp. 3O0.000 s.d

5OO.000/orang/ bulan; dan

b) Petugas yang direkrut khusus untuk mengelola aplikasi

logistik. Jumlah petugas maksimal 1 orang dengan honor

sesuai dengan UMR atau ketentuan lain yang berlaku di
daerah, yang ditetapkan meLalui Surat Keputusan Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten.

d. Pemanfaatan dana BOK Kefarmasian memiliki grersyaratan

sebagai berikut:

1. Persyaratan umum yang harus dipenuhi Kabupaten/Kota
yang akan menggunalan dana distribusi obat, vaksin dart

BMHP Kabupaten ke puskesmas, sebagai berikut:
a. Permintaan obat sesuai format t aporan Pemakaian dan

Lembar Permintaan Obat (LPLPO);

b. Memiliki prosedur/SOP yang terdokumentasi untuk
distribusi obat ke puskesmas; dan

c. Memiliki struktur organisasi dan petugas yang menangani

distribusi obat.

2. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh kabupaten

untuk mela-ksarlakall distribusi obat, vaksin dan BMHP serta

dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi obat
dan BMHP secara elektronik adalah memiliki sarana dan
prasarana yang memadai untul( melaksanakan kegiatan

tersebut-
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BAE} II

KETENTUAN BIAYA

JASA TENAGA KONTRAK DENGAN PERJANJIAN KERJA

Untuk tenaga kontrak di Puskesmas dengan pe{anjian ke{a, besaran

jasa yang diberikan adalah sebagai berikut :

a. Sadana Strata 1 (S1) diberikan jasa sebesar Rp.1.2OO.OO0.-/bulan.

b. Ahli Madya (D3) diberikan jasa sebesar Rp. 1.0OO.000.-/bulan.

MAKAN DAN SNACK UMUM UNTUK ACARA/KEGIATAN/RAPAT DAN

SE.JENISllIYA

a. Makan/Umum : Rp.4o.OOO.-/kotak/bungkus.

b. Snack biasa/Umum; Rp.2O.OOO.-/kotak.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI

PUSKESMAS KE IBUKOTA KABUPATEN MURA/KOTA

LUBUKLINGGAU

Perjalanan dinas dari ibukota Kecamatan ke tbukota Kabupaten Musi

Rawas yaitu :

a. Untuk peserta yang berasal dari Wilayah 1 yaitu Kecamatan

Tugumulyo, Purwodadi, Sumber Harta, Muara Beliti, Tiang

Pumpung Kepungut, dan Selangit :

a) ASN Golongan w.a keatas/Eselon III diberikan uang harian

sebesar 3OO.OO0.-/hari.

b) ASN Golongan III.c - IlI.d /Eselon IV (KUPI dan Kasubbag TU

Puskesmas) diberikan uang harian sebesar 2o0.000.-/hari

c) Sta-f ASN sampai Golongan III.b diberikan uang harian sebesar

175.OOO.-/hari.

d) Pegawai tidak tetap diberikan uang harian sebesar Rp.

150.00O/hari.

e) Non pegawai diberikan uang harian sebesar Rp. 125 000.-/hari.

b. Untuk peserta yang berasal dari Wilayah 2 yaitu Kccamatan S?L

Ulu Terawas, Sukakarya, dalr Tua}I Negeri dan Kota Lubuklinggau :

a) ASN Golongan IV.a keatas/Eselon III diberikan uang harian

sebesar 40O.OOO.-/hari.

b) ASN Golongan IIl.c - III.d /Eselon IV (KUPI dan Kasubbag TU

Puskesmas) diberikan uang harian sebesar 3oo.ooo.-/hari.

2.

2.
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Staf ASN sampai

225.OOO.- /han.
Pegawai tidak

2oo.oo0/hari.

Golongan III.b diberikan uang harian sebesar

tetap diberikan uang harian sebesar Rp.

e) Non pegawai diberikan uang harian sebesar Rp. 150.000.-/hari.

c. Untuk peserta yang berasal dari Wilayah 3 yaitu Kecamatan Megang

Sakti, Muara Kelingi dan Jayaloka :

a) AsN Golongan lv.a keata8/Eselon III diberikan uang harian

sebesar 5OO.O00.-/hari.

b) AsN Golongan UI.c - III.d /Eselon IV (KUP[ dan Kasubbag TU

Puskesmas) diberikan uarrg harian sebesar 40O.0OO.-/hari.

c) Stal AsN sampai Golongan III.b diberikan uang harian sebesar

275.000.-/hari.

d) Pegawai tidak tetap diberikan uang harian sebesar Rp.

250.00o/had.

e) Non pegawai diberikan uarlg harian sebesar Rp. 175.OOO.-/had.

d. Untuk pcserta yang berasal da-ri Wilayah 4 yaitu Kecamatan Muara

Lakitan, dan BTS Ulu :

a) ASN Golongan Iv.a keatas/Eselon Iu diberikan uang harian

sebesar 600.O0O.-/hari.

b) ASN Golongan IILC - IU.d /Eselon Iv (KUPr dan Kasubbag TU

Puskesmas) diberikan uang harian sebesar 5OO.OOO.-/hari

c) Staf ASN sampai Golongan tll.b diberikan uang harian sebesar

35O.OOO.-/hari.

d) Pegawai tidak tetap diberikan uang harian sebesar Rp.

30O.OOO/ha-ri.

e) Non pegawai diberikan uang harian sebesar Rp. 2OO.OOO.-/hari.

5. TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DARI

PUSKESMAS KE IBUKOTA KABUPATEN MURA/KOTA

LUBUKLINGGAU

a. Wilayah 1

b. Wilayah 2

c. Wilayah 3

d. Wilayal 4

Rp. so.ooo.-/PP

Rp.7s.ooo.-/PP
Rp.1o0.000.-/PP

Rp.1s0.o00.-/PP

c)

d)
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6. PET'.JALANAN DINAS DAI.AM KECAMATAN

a, Pedalanan dinas untuk F,etugas puskesmas ASN golongal III/b
kebawah maupun non ASN ke desa dalam wilayah kerja puskesmas

diberikan uang transport sebesar 5O.OOO.-/org.

b. Perjalalan dinas untuk ASN golongan III/c keatas atau eselon IV ke
desa dalam wilayah kerja puskesmas diberikan uang transport
sebesar 75.000.-/org.

c. Pe{alanar dinas untuk ASN Eselon UI ke desa dalam qrilayah keda
Puskesmas diberikan uang transport sebesar 1OO.OOO.-/org.

d. Perja.lanan dinas untuk lintas sektor non ASN (Kepala

desa/perangkat desa, Ketua BPD dan jajarannya, Tim penggerak

PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lintas sel:tor lainnya)
yang ikut serta melaksanakan program/kegiatan puskesmas ke

desa dalam wilayah kerja puskesmas diberikan uang transport
sebesar 75.00O.-/org.

e. Perjalanan dinas untuk rnasyarakat yang ikut melaksanakan
program dan kegiatan puskesmas da.lam desa sesuai dengan

domisilinya dalam wilayah kerja puskesmas diberikan uarrg

transport sebesa.r 25.000.-/ org.

7. BANTUAN TRANSPORT DAN UANG SAKU UNTUK PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS/PEI.ATIHAN/SOSTALISASI BAGI NON PEGAWAI

YANG DISELENGGARAKAN OLEH PUSKESMAS DIWILAYAH DESA/
KELURAHAN/KECAMATAN

Bantuan transport dan uang saku diberikan dengan besaran Rp,

50.000.-/orang/kegiatan. Hanya diberikan I kali selama kegiatan
berlangsung.
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BAB III

PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikaa acuan penggunaan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dimungkinkaa untuk dapat

digunakan sebagai acuan Kegiatan BOK pada tahun selaljutnya.Bantuan

Operasional Kesehatan diarahkan untuk kegiatan yang dapat

meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanaa kesehatan

masyara-kat di kabupaten terutama daerah dengan derajat kesehatan yang

belum optimal, sehingga masyalakat di seluruh wilayah Kabupaten dapat

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu,

Menu kegiatan dalam petunjuk teknis penggunaan Bantuan

operasional Kesehatan (BOK) ini merupakan pilihan kegiatan bagr tiap

jenisnya. Tiap kegiatan BOK tidak diperkenankan dilakukan pengalihan

anggaran diluar rincian alokasi BOK yang ditetapkan oleh Bupati setiap

tahunnya.

Kegiatan-kegiat n yang bisa didanai dari BOK ini sebagaimana

diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Bupati bisa memilih kegiat rt

sesuai prioritas daerah. Pemilihan kegiatan BOK seharusnya merupakan

bagian program jalgka menengah sesuai Rencana Strategis Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan

tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya

bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Kabupaten) sehingga

lebih berdaya guna dan berhasil guna.

SI RAWAS,
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